BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam, Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusmnan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Tahun 2024 peéslu“melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerahh Tahun 2024 dengan menetapkan
Peraturan Bupati\PésiSit Barat tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintalh Daerah Tahun 2024;

1.

Undahg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan® Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5364);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Womor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan UmumpPajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran NegaraysRepublik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tegmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia®Nomer*6881);

Peraturan JRemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang
Pengelelaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik' Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6884);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah “damy Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negapa Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan\Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standarf\~Iekslis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayana#i Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di/ Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umuk dan Dana Otonomi Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
976);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/pmk.07 /2021
tentang Penggunaan,\Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil CukailsHasil Tembakau (Berita Negara
Republik Indongsia, Tahun 2021 Nomor 1513):

Peraturan Wenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknglogi JNOmor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis*Relayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
RepubliK Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun
2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023
tentang Rencana JPémbangunan Daerah Provinsi
Lampung 2025-2Q26 {B¢€rita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2023 NomoR5s3Y);

Peraturan Daerah™Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15
Tahun 20N téntang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang\Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-
2025%(Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barag Nomor 84);

Peraturan Bupati PesiSir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukad, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata”Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024, *Nomor 330), sebagaimana telah diubah
dengam*Rératuran Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun
2024 tefitang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2024 Nomor 501);

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 28 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023
Nomor 452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang
selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dah“wewaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daécsah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutriya_disingkat RPJMD adalah adalah dokumen
peren¢anagn Daerah untuk periode S5 (lima) tahun
terhitung Jsejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan kepala daerah.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat
Perubahan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA-
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Perubahan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dafa, DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah \@dalah unsur pembantu kepala
daerah dan  DPRD," dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintaltan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perubaha®f ¥Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya
disingkaty, \Perubahan KUA adalah dokumen yang
memuat “kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah
rancangan prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Perubahan RKA-Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang di setujuin oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat



18.

19.

20.

(1)

(2)

(3)

Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan apabila
berdasarkan hasil @&yaluasi menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan“keadaan, meliputi:

a. perkembangan Wang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembamgunan daerah, kerangka ekonomi
daerah N\dan, keuangan daerah, rencana program,
kegiatam, den sub kegiatan;

b. keadd@an yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahufi sebelumnya, harus digunakan untuk tahun
berjalan;

c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru
dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

d. yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau
sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun
2024.

penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru yang
dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan RKPD Tahun
2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahandan/atau
penambahan Rencan Kerja Daerah.

Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tidak bisa ditunda karena menimbulkan kerugian
yang besar bagi Pemerintah maupun masyarakat;

b. Dalm rangka mempercepat capaian sasaran RKPD
dan/atau Renstra Perangkat Daerah;



(4)

c. Adanya kebijakan Pemerintah yang menjadi prioritas
nasional yang mendukung percepatan pembangunan
daerag; dan/atau;

d. Dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang
dilaksanakan sebelumnya belum memberikan
keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil
(outcome) program.

Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu
memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara
Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan
kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan
PPAS.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan:

(1)

(2)

dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

pedoman Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran dan Perubahan PPAS;

landasan penyusunan\Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubaha sidan
bahan evaluasij angan Peraturan Daerah tentang

Perubahan A

Q Pasal 4

Perubah RKPD Tahun 2024 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II :  EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN 2023

BAB III :  KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV :  SASARAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V :  RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Perubahan RKPD 2024 disusun berpedoman pada:

a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesisir
Barat Tahun 2021-2026; dan

b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai
dengan triwulan II Tahun 2024.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 24 Juli 2024

E v BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

C—)E AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 516

BARAT

-

y -~




